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Abstrak

Di Indonesia, berbagai peraturan perUndang-Undangan telah diberlakukan untuk melindungi
kaum perempuan. Bahkan, Indonesia telah meratifikasi Convention on The Elimination of All
Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun
1984. Namun faktanya, dalam masyarakat kita diskriminasi, dominasi, dan kekerasan terhadap
perempuan semakin meningkat. Pada tahun 2012 tercatat ada lebih dari 600 kasus kekerasan
terhadap perempuan dan tahun 2013 tercatat 992 kasus. Kasus yang dominan adalah kasus
KDRT vyaitu sebanyak 372 kasus dan kasus kekerasan dalam pacaran berjumlah 59 kasus.
Konsentrasi penelitian difokuskan terhadap perempuan pelaku tindak pidana dalam kasus
hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Hal ini dilatarbelakangi ditemukannya data
awal bahwa di lembaga pemasyarakatan perempuan apabila ditelisik lebih mendalam kasus-
kasus yang menimpa perempuan pelaku tindak pidana dominan bersumber dari KDRT. Model
litigasi konvensional yang pendampingannya dilakukan oleh penasehat hukum memiliki
banyak kelemahan dan belum dapat memberikan pemahaman hukum yang jelas. Oleh karena
itu, untuk perlindungan hukum bagi perempuan pelaku tindak pidana perlu diberdayakan
litigasi mandiri. Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dan target khusus dalam penelitian
ini adalah memformulasikan model litigasi mandiri sebagai alternatif pendampingan terhadap
perempuan sebagai pelaku tindak pidana dalam kasus KDRT, sekaligus memberikan fondasi
terhadap kebijakan dalam pembaharuan proses peradilan di Indonesia. Penelitian ini
menggunakan metode yuridis normatif dengan didukung metode yuridis empiris, melalui
pendekatan multidisiplin yaitu pendekatan dari aspek hukum perdata dan hukum pidana serta
hukum acara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa, model litigasi konvensional mengarahkan pada kondisi
seluruh proses hukum yang akan dilalui perempuan pelaku tindak pidana kasus KDRT
diserahkan seluruhnya kepada penasihat hukum. Model litigasi ini belum memberikan
pengetahuan hukum yang cukup, pemahaman dan menumbuhkan kesadaran hukum terhadap
perempuan pelaku tindak pidana (korban termarginalkan) bahwa mereka adalah subjek
hukum yang memiliki dan dapat menggunakan hak-haknya, serta mempunyai kedudukan yang
dilindungi oleh hukum. Hasil penelitian ini merekomendasikan perlunya model litigasi
mandiri. Model ini diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan berlitigasi dari perempuan
pelaku tindak pidana. Diproyeksikan model litigasi mandiri akan bermanfaat bagi perempuan
pelaku tindak pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat
mengadvokasi dirinya sendiri pada saat menghadapi proses beracara. Selain itu, diharapkan
model advokasi mandiri ini dapat dijadikan alternatif baru di dalam proses peradilan, dan
dapat dijadikan alasan pertimbangan untuk dilakukannya upaya pembaharuan proses
peradilan. Luaran yang dihasilkan berupa modul advokasi mandiri yang dapat dijadikan
guidance bagi perempuan pelaku tindk pidana dalam menghadapi proses beracara.
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Dilatarbelakangi posisi demikian, maka
perempuan menjadi termarginalkan. Tentu
saja penyelesaian kasus perdata yang
diselesaikan secara pidana dirasakan tidak
adil dan mengurangi bahkan
menghilangkan  hak-hak  perempuan.
Penegak hukum dalam hal ini, telah salah
menerapkan hukum dan memberikan
putusan yang  tidak  adil, dan
menyalahgunakan kewenangan.
Termarginalkannya perlindungan hukum
terhadap perempuan terjadi pula dalam
proses litigasi.

Proses litigasi yang selama ini dilakukan,
seluruh proses hukum yang akan dilalui
diserahkan seluruhnya kepada penasihat
hukum. Model litigasi selama ini belum
memberikan kesadaran terhadap
perempuan pelaku tindak pidana (korban
termarginalkan). Nasib korban seluruhnya
tergantung pada  penasihat  hukum.
Pengetahuan terhadap hak-hak korban
sebagai subjek  hukum tidak
ditumbuhkan, karena tidak diberikan
pemahaman dan kesadaran menggunakan
hak-haknya. Berdasarkan latar belakang
yang telah diuraikan maka, penelitian
tentang pemberdayaan perempuan pelaku
tindak pidana dalam kasus kekerasan
rumah tangga melalui model advokasi
mandiri perlu dilakukan. Ruang lingkup
permasalahan meliputi:

1. Bagaimana pemahaman perempuan
pelaku tindak pidana tentang hak-hak
perempuan dalam ruang lingkup hukum
pidana dan hukum perdata dalam proses
hukum dan kasus yang dihadapinya, dan
bagaimana memberdayakan perempuan
pelaku tindak pidana KDRT terhadap hak-
haknya, kedudukan hukumnya dalam
proses hukum yang sedang dan akan
dilaluinya.

2. Proses pendampingan melalui cara
litigasi konvensional yang sudah berjalan
faktanya banyak memiliki kelemahan, dan
sering tidak dipergunakan oleh perempuan
pelaku tindak pidana kasus KDRT.
Apakah alternatif pendampingan bagi
perempuan pelaku tindak pidana kekerasan

Lembaga Penelitian Universitas Pasundan

dalam rumah tangga, dari model advokasi
konvensional yang sekarang berjalan
berdasarkan sistem hukum acara yang
berlaku di Indonesia, baik hukum acara
pidana maupun hukum acara perdata,
dapat berubah menjadi model advokasi
mandiri sebagai bagian dari pembaharuan
proses peradilan di Indonesia ?

Tujuan yang ingin dicapai dalam
penelitian ini meliputi:
1. Tujuan khusus dari penelitian ini,
pertama adalah ingin mengetahui seberapa
besar pemahaman perempuan pelaku
tindak pidana tentang hak-hak perempuan
dalam ruang lingkup hukum pidana dan
hukum perdata, sehingga dari hasil
penelitian  awal akan  mendapatkan
pemetaan dari kasus tersebut.
2. Selanjutnya akan dibuat kontruksi
model litigasi mandiri sebagai alternatif
terhadap perempuan pelaku tindak pidana
dengan konsentrasi pada kasus kekerasan
dalam rumah tangga, dengan cara
mendampingi perempuan sebagai pelaku
selama menjalani proses hukum, tetapi
tidak secara litigasi (tidak mendampingi
di pengadilan layaknya penasehat hukum)
melainkan  memberikan  pengetahuan
hukum secara jelas terkait dengan
persoalan hukumnya, sehingga diharapkan
akan menumbuh kembangkan kesadaran
hukum terhadap perempuan tindak pidana
yang  termarginalkan  dalam  kasus
kekerasan dalam rumah tangga, dan
diharapkan dari pendampingan tersebut
perempuan pelaku tindak pidana dapat
menghadapi sendiri proses hukum tersebut
dengan berbekal ilmu hukum yang telah
dipahaminya.

Dengan model pendampingan ini, akan
memberikan alternatif ~ penyelesaian
perkara hukum bagi perempuan pelaku
tindak pidana, apakah akan menggunakan
proses litigasi yang selama ini berjalan
(konvensional) ataukah akan
menggunakan  proses  pendampingan,
sehingga pelaku akan menghadapi sendiri
proses hukum dengan berbekal ilmu dan
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pengetahuan yang diperoleh dalam proses
pendampingan.

Urgensi  dari  penelitian ini  dapat
mendobrak model litigasi yang selama
dilakukan di dalam sistem peradilan di
Indonesia (model peradilan konvensional)
yang mendominasi dan kurang
memberikan ruang gerak bagi kaum
perempuan, juga tidak memberikan
keleluasaan untuk mengapresiasikan hak-
hak yang terkait dengan perlindungan
hukumnya. Model litigasi yang
konvesional telah menimbulkan
kesenjangan dan ketimpangan, sebab
subjek (perempuan pelaku tindak pidana)
yang sedang menghadapi Proses litigasi
yang selama ini dilakukan, belum
memperoleh kesadaran akan hak-hak
hukumnya. Seluruh proses hukum yang
dilaluinya diserahkan seluruhnya kepada
penasihat hukum. Nasib korban seluruhnya
tergantung pada  penasihat  hukum.
Pengetahuan terhadap hak-hak  korban
sebagai subjek hukum tidak ditumbuhkan,
karena tidak diberikan pemahaman dan
kesadaran menggunakan hak-haknya.

II. METODE PENELITIAN
1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian yang
menggunakan metode yuridis normatif
dengan didukung metode yuridis empiris,
dengan pendekatan multidisiplin, meliputi
hukum perdata dan hukum pidana serta
hukum acara, dan dianalisis secara yuridis
kualitatif, yaitu dengan mengkaji hukum
yang berlaku di Indonesia dalam peraturan
perundang undangan dikaitkan persoalan
perlindungan hukum terhadap perempuan
pelaku tindak pidana pada kasus KDRT
dalam sistem peradilan di Indonesia. Data
yang diperoleh dari hasil penelitian baik
data primer maupun data sekunder akan
diolah dengan menggunakan metode
yuridis  kualitatif. Alasan Pemilihan
Metode Pendekatan, Penggunaan
pendekatan  tersebut didasarkan pada
pemahaman bahwa pengkajian terhadap
kasus pidana khususnya terhadap kasus
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kekerasan dalam rumah tangga tidak
hanya cukup menggunakan pendekatan
satu aspek hukum saja yaitu hukum
pidana  dan  hukum acara pidana
(pendekatan  normatif), tetapi  juga
memerlukan pendekatan terhadap aspek
hukum lainnya, yaitu aspek hukum
perdata, aspek hukum perkawinan, dan
aspek hukum acara. Selain itu, juga
memerlukan data primer dalam bentuk
data lapangan untuk menunjang data
kepustakaan (data sekunder), sehingga
berkarakter  penelitian  yuridis-empiris
(Daud Silalahi, 2001 : 1-20), namun
demikian, hasil akhir (out-put) dari
penelitian tersebut diformulasikan
kembali sebagai suatu penelitian hukum
(yuridis).

2. Tahap Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan
secara yuridis normatif dengan didukung
yuridis empiris. Dengan tahapan sebagai
berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (Library
research)

Mengiventarisir data sekunder yaitu
data yang didapat dari kepustakaan
dengan mengkaji bahan-bahan hukum,
baik bahan hukum primer yaitu bahan
hukum yang mengikat yaitu peraturan
perUndang-Undangan, bahan  hukum
sekunder yaitu bahan hukum yang
mendukung bahan hukum primer, maupun
bahan hukum tersier yang mendukung
bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder.

b. Penelitian Lapangan (Field research)
Penelitian lapangan dilakukan untuk
mendapatkan data primer, dan data
tersebut akan dipakai untuk mendukung
analisis hasil penelitian kepustakaan. yaitu
suatu penelitian terhadap data primer yang
berfungsi sebagai data tambahan/data
pendukung bagi penelitian kepustakaan
sebagai data utama. Penelitian yang
dilakukan adalah penelitian terhadap
proses advokasi yang selama ini dilakukan
terhadap perempuan pelaku tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga.
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